PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayakepada masyarakat
dalam rangka pemberian Izin Mendirikan BangunanB)M
dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu yadan
pengaturan tentang Izin mendirikan bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurusebigt di atas
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retrilzursi
Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981atem Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuil 19
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang tRena
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur? 199
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelane
Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangulRéan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangk Paja
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&publ
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara R&publ
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentanghgBaan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw@?® 20
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelane
Nomor 4247);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaraarseg
Republik Indonesia Nomor 369);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi# 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Iralane
Nomor 4437);,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangmPangan
Keuangan antar Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 rignta
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentangriluk
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonestauia
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 argnt
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi aebag
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoneshauit
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200angrRRetribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuiil 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelane
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 arignt
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tgrR@mgadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepemtinga
Umum;

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16u&003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Norfor 2
Seri A);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Huit&2004
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Petangka
Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 da2@06
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawang Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTWRG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Singkawang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkataldasebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyabdis DPRD adalah
Lembaga legislatif daerah Kota Singkawang sebagaium penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dinas Teknis adalah dinas yang menyelenggarakarsanrupelayanan,
pengaturan, pengedalian, dan pengawasan izin niardivangunan.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberiagutertentu dibidang
retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undafage berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mepptderoan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badarausdik negara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan, fikoperasi, asosiasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, plmsiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Bangunan adalah bangunan-bangunan baik yang hegsfananen, semi

permanen ataupun darurat yang disusun/dibentuk d#dran-bahan material
menjadi suatu konstruksi yang didirikan dibawahasigoermukaan tanah atau
dibawah/diatas permukaan perairan.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membuat bamgweluruhnya atau
sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun,ratsatakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dameaambah bangunan
yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang hemgah dengan
pekerjaan mengganti bagian bangunan.

Membongkar bangunan adalah meniadakan sebagian safawh bagian
bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dam ledastruksi.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjausegr konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 ( lima betasun.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditiaa segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai deh§ghma belas) tahun.

Bangunan temporer/darurat adalah bangunan yangaditdari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lirzlan.

Harga bangunan adalah harga bangunan menurut ypegait analisa yang
telah diperiksa kebenarannya oleh instansi tekaig yitunjuk oleh Walikota.

Jalan terdiri dari jalan arteri, jalan kolektorlaja lokal, jalan lingkungan, dan
gang.
Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarika gachk tertentu sejajar

dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yangpaken batas antara bagian
kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidehhkdibangun bangunan.

Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokokdsadingan antara luas
lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekananga

Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokols at@rbandingan antara
total luas lantai bangunan dengan luas kaplingfaeigan.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi &agiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orampdiriatau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengenddia pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumbemtiEaygabarang, prasarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikégh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikatustbbangunan yang
dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunanbaagunan sesuai
dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuaiawleggris sempadan
bangunan (GSB), garis sempadan sungai (GSS), larefisas bangunan
(KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syaraasyaselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutadisebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin  mendirikan bangun@mmasuk
merubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah Diepatdla orang pribadi
atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badangyamenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meétak pembayaran
retribusi.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang jségra dapat disingkat

SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajibbredriuntuk melaporkan

obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasghijpungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan perundsrg@ngan retribusi

daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutrgatd disingkat SKRD
suatu keputusan yang menentukan besarnya jumiabusstyang terutang.

Surat  Ketetapan  Retribusi Daerah Kurang Bayambahan yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surafpukgsan yang
menentukan tambahan jasa atas jumlah retribusi gieigpkan.



27.

28.

29.

30.

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yaetangutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang meskeant jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retriblebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya ssgit

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutiggaat di singkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi at@u sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputatsankeberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRBi 8KRDLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menmengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalamgkaarmpengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasgskasturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adadahangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaetpsjutnya dapat disebut
penyidik, untuk mecari serta mengumpulkan bukti gyatengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusgy@njadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dgqui biaya atas pelayanan
pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikanguean.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badarg ydiberikan izin mendirikan
bangunan

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkanibeisi perizinan tertentu.



1)

(2)

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangundasdirkan atas koefisien
fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisidakbangunan, koefisien luas

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

bangunan, dan koefisien tingkat bangunan.

Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayatitétapkan sebagai

berikut :
a. Koefisien Fungsi Jalan
No Fungs Jalan Koefisien
1. | Bangunan di pinggir jalan arteri/utama kota 2,0
2. | Bangunan di pinggir jalan kolektor 15
3. | Bangunan di pinggir jalan lokal 1,25
4. | Bangunan dipinggir jalan antara lingkungan 1,0
5. | Bangunan di pinggir gang 0,75
6. | Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan|dan 0,50
jembatan
7. | Bangunan yang tidak mempunyai Akses Jalan 0,40
b. Koefisien Guna Bangunan
No Guna Bangunan Koefisien
1. | Bangunan Campuran 1,50
2. | Bangunan Pedagangan dan jasa 1,40
3. | Bangunan Perindustrian 1,275
4. | Bangunan Perumahan 1,00
5. | Bangunan Kelembagaan/kantor 0,825
6. | Bangunan Umum 0,60
7. | Bangunan Pendidikan 0,60
8. | Bangunan khusus dan gudang 0,60
9. | Bangunan Lain-lain 0,30
10. | Bangunan Sosial 0,20
c. Koefisien Kelas Bangunan
No Kelas Bangunan Koefisien
1. | Bangunan Permanen 1,00
2. | Bangunan Semi Permanen 0,75
3. | Bangunan Temporer 0,50
d. Koefisien Luas Bangunan
No L uas Bangunan Koefisien
1. | Bangunan dengan luas s.d. 160 m 0,80
2. | Bangunan dengan luas s.d. 250 m 1,00
3. | Bangunan dengan luas s.d. 560 m 1,25
4. | Bangunan dengan luas s.d. 1000 m2 1,50
5. | Bangunan dengan luas 1000 m 1,75




e. Koefisien Tingkat Bangunan

No. Jumlah Lantai Bangunan Koefisien
1 Bangunan satu lantai 1,00
2 Bangunan dua lantai 1,10
3 Bangunan tiga lantai 1,12
4 Bangunan empat lantai 1,14
5 Bangunan lima lantai 1,16
6 Bangunan enam lantai 1,20
7 Bangunan tujuh lantai 1,24
8 Bangunan delapan lantai 1,27

f.  Untuk bangunan yang lebih dari delapan lantai, ikeaf pengalinya
dikonsultasikan dengan Dinas Teknis.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup biaya sebagian atau dangan biaya penyelenggaraan
pemberian izin.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :

a. Biaya administrasi dan pendaftaran ditetapkan seld®s. 15.000,- (lima
belas ribu rupiah) ;

b. Biaya survey lapangan sebesar 0,05 % dari nilagnaamn;
Biaya pengukuran dan pematokan sebesar 0,05 %itdatbangunan;

Biaya pemerikasaan gambar/koreksi gambar yang otekpnstruksi dan
arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan;

e. Biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan

f.  Biaya sempadan ditetapkan sebesar 0,8 % dari lbdlagunan dengan
serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (lima puluh rilpiah);

g. Biaya plat IMB adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima rigpiah).

(2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayatddpfa hasil perkalian
antara koefisien fungsi jalan, koefisien guna baagy koefisien kelas
Bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisiegkét bangunan dengan
harga bangunan.

(3) Besarnya harga standar bangunan ditetapkan deegatu@mn Walikota .

(4) Biaya peralihan izin atau balik nama Izin Mendink&angunan dipungut
sebesar 25 % dari biaya sempadan.



(5) Besarnya harga Bangunan ditetapkan lebih lanjujale®eraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang dipungut berada di wilayah dimama dzberikan.

BAB VIII
MASA PEMANFAATAN IMB

Pasal 10

(1) Masa Pemanfaatan IMB adalah jangka waktu untuk mératkan izin
mendirikan bangunan, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Masa Pemanfaatan IMB tersebut dapat diperpanjangate mengajukan
permohonan perpanjangan kepada Walikota.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah masa saat diterbitkannya SK&&u dokumen yang
dipersamakan dengan itu.

BAB X
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 12

Tatacara permohonan Izin Mendirikan Bangunan akaturdlebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasigléiigan jelas, benar,
dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib nesriatau kuasanya.

(3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tata paraisian dan penyampaian
SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



(1)

(@)

3)

(1)
(@)

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam1Baasght (1) retribusi
terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atdwrden lainnya yang
dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukaen lokiu dan atau data yang
semula belum tertuangkan yang menyebabkan penambaimah retribusi
terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi persyaratan administrasi, serta tataa cgenerbitan, dan
penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamaabagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimanakdintapada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIlI1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat padaktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bsegasar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang kurang dibayam ddagih dengan menggunakan
STRD.

(1)

(@)

(1)
@)

Pasal 17

Bangunan-bangunan yang telah dikerjakan sebeluenbdkan IMB dan atau
tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkankewiakan sanksi
pembongkaran.

Biaya bongkar dihitung sebesar 25 % dari biaya selzup.
BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

Pembayaran retribusi yang terutang harus diluresiligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatifyglima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipesem.



3)

1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

1)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaxgtrdousi diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lairg ysejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikelmademera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggalurats
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, waglribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat K@luaikan oleh pejabat
yang berwenang.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribdapat mengajukan
permohonan kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enamipibisejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimtianaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohompamgembalian
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus rbittan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusainhya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada @yatlangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uteetgbusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lamgsatu) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelamatejangka waktu 1 (satu)
bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesddua) persen dari
kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ustridiajukan secara
tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangmgrayebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
masa Retribusi;

b
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

-10-



(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ustridisampaikan
kepada Walikota.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengaenarbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitiargklengan utang retribusi
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 &ypebayaran dilakukan
dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi atlapgnemberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada (dyaantara lain
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencama. al

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasaibugie ditetapkan
dengan Petaruran Walikota.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwastlah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saattémgnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidanaidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dirdaksada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkannya Surat Teguran;

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribagt langsung maupun
tidak langsung.

BAB XX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 25

Pengawasan, pengendalian dan penertiban izin niedibangunan dilaksanakan
oleh Pejabat yang berwenang.

-11-



(1)

(2)

3)

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkund@emerintahan Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mi&kak penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dumlagtalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kegan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidamdpusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkaetts;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan ereg orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan dilakxukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diribtau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribasiah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokurokurden lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahambdfukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lata seelakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ggatkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung etaeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaiman&slichpada huruf
SN

memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda&naidRetribusi
Daerah;

memanggil seseorang untuk didengar keterangannya digeriksa
sebagai tersangka atau sakit;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancagranyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yad@pat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaaapPenuntut Umum
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik dndsia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara pidana yeemaku.

-12-



BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibansghingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling &igemam) bulan atau
denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima pulu&)jut

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalEmgearan.

BAB XXII1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kedgankain yang mengatur hal
yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Oaedihyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengandraraWalikota .

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkagyrefangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahS{iogkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Juni 2006

WALIKOTA SINGKAWANG
TTD
H. AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 5 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UM UM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksahbndang — Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undadsgdang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dabeserta aturan
pelaksanaannya.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyauskak mendirikan
bangunan agar lebih tertib sesuai dengan ketentaag berlaku maka perlu
diberikan izin.

Dengan adanya pemberian izin bangunan tersebut dagm@ingkatkan salah
satu Pendapatan Asli Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 12
Yaitu bangunan dengan pondasi beton bertulangktatrurangka
beton/baja dinding batako/bata atau sejenisnya.

angka 13
Yaitu bangunan dengan pondasi batu kali/tiang tanhglstruktur
rangka kolom praktis/kayu belian, dinding batakoise plester kavia
simpai.

angka 14
Yaitu bangunan dengan pondasi kayu ,struktur rahgka kelas dua
dinding rangka papan

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas



Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4



